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PERATURAN BUFATI SLEMAN

NOM fi zB TAH{IN ?010

TENTANG

PENGGUNAAN ANGGAMN BETAT{JA TAK TERD{JGA

AI'IGGARAN FEhTEAPATAN DAN BE|AI{JA $tAERAl{ TAHUN A++GQqRA}'I asls
UNTUK FUKUNGAilI DAN FASILITASI PENANGGUIANGATI BENCAIIA

Menimbang : a.

DENCTAN RAHINAT TUFIAN YANG MAHA ESA

SIJFATI SLEMAN,

bahwa bencana hidrcmeteorologie yeng terjadi di Kabupaten sleman
rnengakibatlcan korban jiwa, kerusEkan inf*astruktur ier.trhtan dan
jalan, infrastruktur sumber daya air, kerusakan lingkungan, rnaupun
darnpak psikologis,masyarakat,

bahwa b,erdasa*an surat dari Kementerian Energi dan $umber Daya
Mir,reral sadan G€ologi Norner gg l4slsGv.,lffi0i0 tanggal
21 Oktober 20{0 periha} Feningkatan $tatus AktMtas s- Merapi
dinaikan satusnya dari waspada flsvet r{} menjadi $iaga {tevel lli}
mulaitanggal 21 Oktober ZOt0 pukul 18.00 WIB;

bahwa dengan mernpertirnbangkan akibat bencana yafig

menimbulkan dampak yang besar kepada masyarakat, perlu
pendanaan yafig berkaitan dengan oelaksanaan kegiatan yang
mendukung dan memfasilitasi penanggulangan bencana alam yang
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan gelanja Daerah tahun
anggaran 2010;

bahwa berdasarkan Pasal 48 ayat {1} peratur*n Menteri Dalarn
Negeri Nornor tr3 Tafiun 20os sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Eg Tahun ?007, belanja tak
terduga rnerupakan belanja untuk hegiatan yang sifatnya tidak biasa
atau tidak dihar:apkan berulang seperti penanggulangan bencana
alam dan bencana sosial yang diperkirakan sebelurtmya, tennaouk
pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun
seblumnya yang tdah diturtug;



ildengingat : 1.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

huruf a, hu,ruf b, huruf c, dan huruf d pedu menetapkan Peraturan

Bupati tentang Penggunaan Anggaran Belanja Tak Terduga

Anggaran Fendapatan dan Eelanja Daerah Tahun Anggaran 2010

untuk Dukungan dan Fasilitasi Penanggulangan Bencana;

Undang-Undang I'lomor '15 Tahun lgSO tentang Pernbentukan
Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah lstimeura yogyakarta

jo. Peraturan Femerintah Nomor 32 Tahun 1950;

undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentiang pemerintahan

Daer:ah sebagaimana telah diubafi terakhir dengan undang-undang
Nomor 12 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua undang-undang
Nsrner 32 Taht* 2€O4 tenta.ng penserinhfjan Daerah;
undang-undang Nomor 24 tahun zagr tentang penanggulangan

Bencana;

Feraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun z00g tentang
Penyelenggaraan Penanggulangmn Bencana;

5- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Fedoman Fengelolaan Barang Daerah sebagaiman telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5g rahun 2002;

MEMUTUSI(AN:

tdMTdapkan ' PERATURAN gdpnil TENTANc pENGGuNAAN ANGGARAN
SEIANJA TAK .TERDUGA ANGGARAN PENDAPATAI,I DAN BEIANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2O1O UNTUK DUKUNGAN DAN
FASILITASI PENANGGUIANGAN BENCANA.

Pasat 1

rennerfu'*ah Kabupaten sreman menggunakan dana yaflg bers,urnber dari anggaran beranja
mrr wdrya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran a010 sebesar@ 1c4' 158'474,92 {empat rnilyar ernpat ratus em,pat juta seratus lima p.rluh delapan ribu
'sn'Tltrgt natus tujuh puluh empat koma sembilan puluh dua rupiah) untuk dukungan dan
fu*leasi renaflggulangan bencana.

Pasal 2

Snunl'mgan dan fusilitasi penanggulangan bencana sebagairnana dimaksud dalam pasal 
1

iluuffirulkan dalam bentuk:

a r#nja pqawai;
u mlania bar:ang dan jasa;

e.

2.

J"

4.



Pasal 3

n-umsraan kqiatan sebagaimana dirnaksud dalarn pasal 2 dilakukar-r olef.l satuan kerja
mmrgitxat daerah yang melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana.

Pasal4

*l '(ffaha satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan kegiatan untuk
3€r'anggulangan bencana selaku penggu.na afiggaran wajib me{lyusun rencana kerja
arggaran/dokumen pelaksanaan anggaran dukungan dan fasilitasi penanggulangan
mrxoana yang dibiayai da'ri anggaran belanja tak ter,duga sebagairnana dir.naksud dalarn
%el 1-

llgl sqrusunan dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diarwlakan sesuai dengan peraturan peru,ndanc-+rndangas yang begaku.

Pasal 5

frnmr*r, *(efl}a perangkat daerah yang nnelaksanakan kegiatan untuk penanggulangan
Hd|llrmm vajib melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam;qma 3 rneada Bupati sesuaidengan peraturan perundang_undangan yang bedaku.

Pasal 6

mmm;r-an Bupati ini murai ber{aku pada tanggar ditetapkan.
Itltry smap o{?ng mengetahuinya, rnemerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini
rul''IliwBrrl penempatannya da{arn Berita Daerah Kabupaten slernan.

Ditetapkan di gleman

pada tanggal 22 uktober 2010

Mururmnrnangkan di Sjeman

ipm*nm ffi:Egal zz *ktobe" 
2010

Fi-...-r *

(ffi4

ARIS DAERqH

TEN SLET',AN,

*WMfir-A DAERAH KABUeATEN SLEMAN Ncs*oR 4 TAHUN 2-A1/0 SERI A


